
SALINAN 
NOMOR 3/2019 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

MEKANISME TA HUNAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAI-l 

Menimbang 

fVkngingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MALANG, 

a . bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Da la m 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Perencanaan, Pengenda lian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Eva luasi Rancangan Peraturan 

Daerah tcntang Rencana Pembangunan ,Jangka Panjang 

Dacrah da n Rencana Pembangunan Jangka Me nengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembanguna n Jangka Pa njang Daera h, Rencana 

Pembcmgunan Jangka Menengah Daerah, da n Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu rne nyesuaika n Pcra turan 

Walikota yang mengat.ur peren can aan pem ba ngu nan, 

pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan 

dan kinerja; 

b. bahwa berdasarkan pertim bang an se bagaimana 

d ima ksud da la m h uruf a, perlu rnenetapkan Pera l.uran 

Walikota te nta ng l\.1ekanism e Tahunan Penyelenggaraan 

Peme rinta han Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa.r Negara Republik 

In donesia Tahun 1945; 

2. Undang-Und:,mg Nomor 16 Tahun 1950 ten tang 

Pe mbentukan Daerah-daerah Kata Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, J awa-Tengah, ,Ja wa 

Ba rat dan Daera h Istimewa Yogyakarta s ebagaimana 



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik lndonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 

Kota-Kota Kecil di .Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Ta mbahan Lernbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem.ba ran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega ra Republik 

lndonesia Tahun 2004 No1nor 5 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4~355); 

5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 

Perencanaan Pen1bangunan Nasional (Lem bara n Nega ra 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamba han 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pera tu ran Peru ndang-undangan 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega ra Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daera h (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Ta hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba ran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.e n tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta hun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstam,i Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25 , Tambahan Lembaran Nega ra Republi k 

Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Kctcrangan Pertanggu ngjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Pen'lfakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat: (Lembara n Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 6 1'ahun 2008 t.ent.ang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 481 5); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta hu n 2008 te n tang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengenda lian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

13 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta hun 2014 Lenlang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Le mba ran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 I\omor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t.enlang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambal1an Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
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15. Peraturan Pemerin tah Re publik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembinaa.n da n Pengawa san 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tah u n 2017 Nomor 73, 

Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 604 J ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten t.ang 

Standar Pclayanan Minimal (Lembara n Negara Re publik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tamba h a n Lemba ran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 i.enlang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinlah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 80); 

18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 te ntang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang l\omor 12 

Tahun 2011 tentang Pembcntuka n Pcra turan Perundang

undangan; 

19 . Peraturan Presiden N omor 16 Ta hun 20 18 ten tang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerint.ah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta hun 2006 

tentang Pedoman Penge lolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Mcnt.<:::ri Dalam Negeri Nomor 2 l Ta hun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Da la m 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 te ntnng Pedoma n 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Be ri ta Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 A Ta hun 2007 

tcntang Tata Cara Penyampaian lnformasi dan 

Tanggapan a tau Saran dari Masyaraka t ata:-i La poran 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daera h; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor· 80 Ta hun 2015 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daera h (Beri ta 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nornor 2036); 
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Menetapkan 

23. Peraturan Menteri Dala1n Negeri Nomor 8 6 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Ta ta Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Da.e ra h dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menenga h Daerah, serta Ta La 

Cara Perubahan Rencana Pembanguna n J a ngka Panja ng 

Daerah, Rencana Pembangunan J a ngka 1v1e ne ngah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pcmcrinta h Dacrah (Bcrita 

Negara Republik Indonesia Tahun 20t7 Nomor 13 12); 

24.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Ba.rang Milik Daera h 

(Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 20 16 

Nomor 547); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME TAHUNAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratw·an Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah ada lah Kota Malang. 

2 . Pemerintah Daerah adala h Pcm.erinta h Kota Ma lang. 

3. Gubernur ada lah Gubernur Jawa Ti mur. 

4 . Walikota adalah Walikota Malang. 

5. Dewan Perwa kilan Rakyat Daera h yang sela nj u tnyu 

disingkat DPRD adalah Dewan Pen.vakilan Ra kya t 

Daerah Kota Malang. 

6 . Sekretaris Oaerah adalah Sekreta ris Daerah Kata 

Malang. 

7 . Perangkat Daerah adalah unsur pemba ntu Walikota 

dan Dewan Perwakilan Rakya t Daera h daJam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang me njadi 

kewenangan Daerah. 
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8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 

Malang. 

9. lnspektorat adalah Inspektorat Kota Malang. 

10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

yang selanjutnya disebut Barenlitba ng adalah Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota 

Malang. 

1 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 

12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung 

atau tidak langsung mendapatk:.:-m rnanfaat a.ta u 

dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TN!, 

POLRI, Kejaksaan, Akaclemisi, LSM/Ormas, Tokoh 

Masyarakat, Pengusaha./Invcstor, Pemcrinlah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, dan Kelurahan serta ket.crwakilan 

pcrcmpuan dan kelompok masyarakat re ntan 

termarjinalkan. 

13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu 

proses penyusunan tahapan kegiata.n yang rnelibatkan 

berbagai unsur Pemangku Kepentingan didalamnya, 

guna pemanfaatan da n pengalokasian surn ber daya 

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahtcraan 

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam 

jangka waktu tertcntLl. 

l.4 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah doku men 

perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae rah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokurnen 

perencanaan pembangunan Daerah unluk perioclc 

5 (lima) tahun. 

16. Rencana Kerja. Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokum.en perencanaan Dae rah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 
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17. Rencana S trategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra Pera n gkat Daera h a dalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun . 

18. Rencana Kerja Pera ngkat Daera h yang selanju tnya 

disebut Renja Perangkat Daerah adala h dokume n 

perencanaan Pe ra ngkat Daerah untuk pe riode 1 (satu) 

ta hun. 

19. Program adala b penjabaran kcbijaka n Pe ra ngkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang bcrisi sa tu a tau lebih 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disedia ka n u ntuk mencapai ha sil yang teru kur sesuai 

dengan misi Perangkat Daera h . 

20. Kegiatan adalah bagian da ri program yang 

dilaksanakan oleh satu atau le bih u n it kerja pada 

Perangkat Daerah sebagai bagia n dari pcncapa.1a n 

sasaran terukur pada sua tu program dan terd iri clari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya ba ik 

yang berupa personil (sumber daya manusia), barn.ng 

modal termasuk peralatan clan teknologi, d ana , a tau 

kombinasi d ari beberapa atau kesemua jenis sumber 

daya tersebut sebagai masuka n (input) u n tuk 

m enghasilkan 

barang/ jasa. 

21 Musva warah • v 

keluaran 

Perencanaan 

(output) d a lam 

Pemban gunan 

b<~ntuk 

vana .. 0 

sela njutnya disebut Musrenbang adala h fo ru m :::i n tar 

Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun 

rencana pembangunan Daerah. 

22. Kinerja adalah keluaran /hasil da ri kegia ta n/progra m 

ya ng henda k atau telah dicapa i s chubungan cl e ngan 

penggunaan anggaran dengan kua ntitas dan kualita s 

terukur. 

23. Laporan Kinerja ada lah ikhtisa r ya ng menjelaskan 

secara ringka s dan lengkap tenta ng ca pa ia n kincr.ia 

yang disusun berdasa rka n renca na kerja ya ng 

ditetapkan dalam rangka pela ksanaan Angga ran 

Pendapatan dan Bela nja Daera h (APBD) . 
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24. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wa likota 

yang selanjutnya d isingkat LKPJ a da lah lapora n yung 

berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran ata.u a khir 

masa jabatan yang disampaikan oleh Wa likota kci,a cla 

DPRD. 

25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ya ng 

selanjutnya disingka t LPPD adalah la poran alas 

penyelenggaraan pemerinta han Daerah selama 1 (sa tu) 

tahun anggaran berdasarkan RKPD yang cl isampaikan 

Walikota kepa da Pemerintah. 

Pendapatan 26. Anggaran 

selanjutnya 

Pendapatan 

sebagairnana 

dan Belanja Daerah 

disingkat APBD a dala h Anggara n 

dan Belanja Daerah Kata Malang 

ketcntuan pcraturan pcrundang-

undangan. 

27. Kebijakan Umum APBD ya ng selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memu a t kebijakan bicla ng 

pendapatan, bela nja da.n pembiayaan se rla asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

28. Prioritas clan Plafon Anggaran Sernentara yang 

sclanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan progra m 

p riorit.as dan patoka n batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk sctiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggara n se belum d iscpakati dengan DPRD. 

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanj utnya 

disingkat TAPD adalah t im yang dibentu k denga n 

Keputusan Walikola dan dipi.mpin olch Sekretaris 

Daerah yang mempunyai 

melaksa nakan kebijakan 

tugas menyiapkan scrta 

Walikota dalam rangka 

penyusunan APBD ya ng anggotanya terd iri dari Pcjabat 

Pe rencana Daerah, Pejabat Pengclola Keu angan Oaerah 

dan pejabat lainnya s esuai dengan kebutuban. 

30. Pejabat Pengelola Keuangan Dae ra h yang selanj utnya 

disingkat PPKD adala h pejabat yang mempunyai tugas 

meiaksanakan pengelolaan APBD dan bertincla k sebaga i 

bendahara umum Daera h. 
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31. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD a tau berasa l dari perolehan lainnya yang 

sah. 

32. Rencana Kebutuhan BMD ya ng selan jutnya clisingkat 

RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan 

barang milik Daerah untuk periode 1 (sa tu) tahun. 

33. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwcnang da n 

bertanggung jawab menecapkan kebijakan dan 

pedoman serta melakukan pengelolaan BMD. 

34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan Penggunaan BMD. 

35. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang clitunjuk 

oleh Pengguna Barang untuk menggunakan ba rang 

yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik

baiknya. 

36. Rencana Kerja clan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja progra m dan kegiatan Perangkat Daerah serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingka t DPA adalah dokumen ya ng memual 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

s ebagai dasar pelaksanaan angga ran oleh pengguna 

angguran. 

38. Standar Pelayanan Minima l yang selanjutnya d isingkat 

SPM adalah ketenluan tentang jenis dan rnutu 

pelayanan dasar yang mcrupakan urusan wajib Daerah 

yang berhak diperoleh setiap warga. secara minimal. 

39. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang 

bertujuan untuk menghadirkan Pernangku Kepentingan 

dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan 

permasalahan 

merumuskan 

strategis pernbangunan 

kesepakatan ten Lang 

Dacrah, 

prioritas 

pernbangunan dan rnencapai consensus l.cnlang 

pemecahan masalah strategis Dacrah, dapat berupa 
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Musrenbang, Konsultasi Forum Pemangku Kepentingan 

atau Focus Group Discussions (FGD). 

40. Rencana Umum Pengadaan Barang/ J asa yang 

selanju tnya disingkat RUP ad a lah daftar rcncana 

Pengadaan Barang/Jasa ya ng akan dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daera h. 

41. Hari a da lah hari kerja. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Rua ng lingkup Peraturan Wa likola ini, m eliputi : 

a . perencanaan pemba ngunan Daera h; 

b . pengelolaan keuangan Daerah; 

c. pelaporan keuangan dan kinerja; da n 

d. perenca naan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

BAB Ifl 

MEKANIS ME TAHUNAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
RKPD 

Pasal3 

( l) Ba renlitbang m enyusun RKPD. 

(2) RKPD sebagaim ana dimaksud pada ayal (1), disusun 

dengan tahapan sebaga i berikut: 

a . persiapan penyusunan; 

b. pen yusunan rancangan awa l; 

c . penyusunan rancan gan; 

d. pelaksanaan Musrenbang; 

c . pe1·umusan rancangan akhir; dan 

f. penetapan . 
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Paragraf 1 
Persiapan Penyusunan RKPD 

Pasal 4 

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) huruf a , meliputi: 

a. pembentukan tim penyusun RKPD; 

b . orientasi mengenai RKPD; 

c. penyusunan agenda kcrja t im penyusun RKPD; 

dan 

d. penyiapan data dan informasi pcrcncanaan 

pembangunan Daerah . 

(2} Orientasi mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat. (1) huruf b, rne rupakan proses untuk mencapai 

kesepakatan bersama mengenai pokok yang perlu 

dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik ya ng 

menyangkut proses penyusunan, s ubstansi utarna, 

pendekatan RKPD, maupun ra ncangan sernentara 

agenda penyusunan dokumen RKPD. 

Paragraf 2 
Penyusunan Rancangan Awa! RKPD 

Pasal 5 

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJ.ivlD, 

rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program stra legis 

nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. 

Pasal 6 

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas: 

a . perumusan rancangan awal RKPD; dan 

b. penyajian rancangan awal RKPD. 

Pasal 7 

(1) Pcrumusan rancangan awa l RKPD s ebagaima na 

dimaksud dalam Pasal 6 hu ruf a, mencakup : 

a. analisis gambaran urnum kondisi Daerah; 

b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; 

c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah; 
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d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat 

Daerah; 

e. perumusan permasalahan pemban gun.,rn Daera h; 

f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD; 

g. penelaahan terhadap arah kebijaka n RPJIVID; 

h. penelaahan terhadap ke bija ka n pe merintah pada 

RKP dan program strategis na sional; 

1. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; 

J. perumusan p rioritas pernbangunan Daera h; dan 

k. perumusan rencan.a ke1ja program dan 

pendanaan. 

(2) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasa l 6 huruf b, dengan sis tcmatika 

paling sedikit sebagai berikut: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi Daerah; 

c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 

e . rencana kerja dan penda naan Daerah; 

f. k inerja penyelenggaraan pemerintahan Daera h ; 

dan 

g. penutup. 

Pasa l 8 

(1) Rancangan awal RKPD scbagaimana dimaksud da lam 

Pasal 7 ayat (2), dibahas bersama denga n Kepa la 

Perangkat Daerah dan pemangku kcpenlingan da lam 

Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan 

dan saran penyempurnaan. 

(2) Masukan da.n saran scbagaimana climaks ud pada 

ayat (1), dirumuskan dala rn beril:a a ca ra kesepa ka ta n 

dan ditandatangani oleh Kepala Ba renlitbang dan 

Kepala Perangkat Daerah se rta perwakilan ma sya rakat 

yang hadir pada Konsultasi Publik. 

(3) Barenlitbang menyempurnakan ra ncanga n awal RKPO 

berdasarkan berita acara kes epa ka ta n seba ga ima na 

d imaksud pada ayat (2) . 
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Pasal9 

{l) Barenlitbang mengaj uk~m ranca nga n awa l RKPD 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (3), kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh 

persetujuan sebagai bahan penyempurnaan ranctmgan 

a\val Re nja Perangkat Daera h. 

(2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagai.mana 

dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran: 

a . konsep surat edaran Walikota tentang pedoma n 

penyempurnaan rancangan a wa l Renja Perangkat 

Da.erah; dan 

b. rancangan awal RKPD. 

Pasal 10 

(1) Barenlitbang menyampaikan surat edaran Walikora 

sebagaimana dimaksud clalam Pasal 9 ayat (2) huruf a 

kepada Kepala Perangkat Daerah . 

(2) Surat Eda.ran sebagaimana d imaksud pada aya t ( 1 ), 

memuat agenda peny1..1sunan RKPD, pelaksanaan forum 

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Dae rah , 

Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian 

ranca ngan awal Renja Perangkat Daerah kepada l(epa la 

Barenlitba ng u ntuk diverifikasi. 

(3) Surat edaran sebagairnana dimaksud pada ayal (1 ), 

dilengkapi dengan lampiran : 

a. sasaran dan prioritas pemba.ngunan Daera h; dan 

b. program dan kegiatan Perangkat Daerah 

clisertai indikator dan target kinerja ser ta pagu 

indikatif. 

(4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dirnaksud 

pada a ya t (1), paling lambat pada rninggu kedua bulan 

Februari. 

Pasal 1 1 

(1) Kepala Perangkat Daerah rnenyempurnakan 

Rancangan awa l Renja Perangkat Daerah bcrdasarkan 

surat: edaran Walikota ten tang pedornun 
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penyempurnaan ra ncangan awal Renja Perangkat 

Daerah . 

(2) Rancangan awa.l Renja Pcrnngkat Daerah scbagaim::ina 

d imaksud pada ayat (1), d ibahas dengan 

pemangku kepentingan cfala rn forum Pe rangkat 

Daerah/lintas perangkat Daerah untuk m emperoleh 

saran dan pertimbangan. 

(3) Rancangan awal Renja Perangkat Dacrah 

disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat 

Daerah/lintas Perangkal Dacrah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Kepa la Perangkat Daera h menyampaikan ra nca ngan 

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) kepad a Barenlitbang untuk diverifika s i. 

(5) Verifikasi sebagaima na climaksud pa cla ayat (<'.!·), untuk 

memastikan kesesuai.an rancangan a wa l Rc nja 

Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD . 

Paragraf 3 
Penyusunan Ra ncangan RKPD 

Pasal 12 

( 1) Penyu sunan Ra nc:angan RKPD ad a la h 

penyempurnaan rancangan a wal RKPD scbagairna na 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disempurnakan 

berdasarkan: 

a . rancangan awal Renja s cluruh Perangka t. 

Daerah yang telah diverifikasi; dan 

b. hasil penelaahan te rhadap rancangan RKPD 

provinsi, RKP dan program strategis nasiona l. 

(2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaika n paling 

la mbat minggu pertama bulan April. 

Pasal 13 

( 1) Barenli tbang me ngajuka n rancangan RKPD 

sebagaimana dimaksud d a la rn Pasal 12 aya t (2) , kepada 

Wa liko ta melalui Sckretaris Daerah dalam rangka 

memperoleh persetujuan terhadap: 

a. ra nca ngan RKPD; clan 
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b. pelaksanaan Musrenbang RKPD. 

(2) Rancangan RKPD sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), 

disajikan sesuai dengan sistematika dalam Pasal 7. 

Panigra f 4 
Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

Pasal 14 

(1) Barenlitbang rnelaksanakan d:~n m engkoorcl inasika n 

Musrenbang RKPD. 

(2) Musrenbang RKPD sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepen tingan. 

(3) Pela.ksanaan Musrenbang RKPD seba gaima na 

dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: 

a . Musrenban g RKPD; dan 

b. Musrenbang RKPD di kecamatan. 

(4) Musrenba ng RKPD seoagairna n a dirnaksud pada 

ayat (3) huruf a, clilaksanakan paling lambat pada 

minggu kcempat hulan Marel. 

( l ) Musrenbang RKPD 

Pasal 4 ayat (4 ), 

Pasal 15 

sebagaimana dimalrnud pada 

berlujuan untuk memba has 

rancangan RKPD sebaga imar:1c1 din1aks ud dalarn 

Pasal 9 ayat (l); 

(2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagairnana climaksud 

pada ayat (1), dila ksa n a ka n dalam ra ngka: 

a. m enyepakati permasala han pembanguna n Daerah; 

b. 

C. 

d . 

menyepakati prioritas pemba ngunan Daerah; 

m enyepaka t i program, kegiatan, pagu ind ikalif, 

indikator dan target kinerja serta lokasi; 

penyelarasan program cla n 

pembangunan Dae rah cJengan 

prioritas pembangunan provinsi; da n 

kegia ta n 

sasaran clan 

e . klarifikasi program dan kcgiatan yang mcru pakan 

kewenangan Daerah denga n program dan 

kegiatan Kelura,han yang cliusulkan berdasarkan 

ha.sil Musrenbang kecamatan. 
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Pasal 16 

Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam be rita aca ra 

kesepakatan dan d itandatangani oleh unsur ya ng mewak ili 

pe mangku kepentingan yang menghadiri Musrenba ng 

RKPD. 

Pasal 17 

(1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan 

forum pembahasan hasil daftar usula n kelurahan di 

lingkup kecamatan. 

(2) Camat mela ksanakan 

kecamatan 

Barenlitbang. 

setelah 

Musrenba ng 

berkoordinasi 

Rl<PD di 

dengan 

(3) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana 

dimaksucl pacla ayat (1), clilaksanakan paling lambat 

minggu kedua pada bulan Fcbruari. 

(4) Untuk efisiensi clan efektivitas, 

Musrenbang RKPD di kecamatan 

pelaksanaan 

scbagaimana 

dimaksud pada ayat (;1), dapat diselenggarakan dengan 

mcnggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan 

oleh Walikota . 

(5) Musrenbang RKPD di kecamat.an bertujuan 

untuk penaJaman, penyelarasan, k larilikasi clan 

kesepakatan usulan rencana kegiatan 

pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan 

prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. 

(6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan 

kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6i, 

rnencakup: 

a. usulan rcncana kegiatan pembangunan 

ke lurahan yang tcrlua ng dalam da fta r 

usula n kelurahan yang akan menjadi kegiatan 

prioritas pembangunan di wilayah kecamatan 

yang bersangkulan harus sesuai dengan 

sasaran dan prioritas pembangunan; 
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(7) 

b. kegi.atan prioritas pemba ngunan di wilayah 

kccamatan yang bclum terca kup dalam 

prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan 

c. pengelompokan kcgiatan prioritas pembangunan 

di wilayahkecamatan berdasarkan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

Kegiatan prioritas pernbangunan Daerah di 

wi layah kecarnatan mengacu pada rencana 

progra m dalam rancangan RKPD. 

Pasal 18 

{I) Hasil Musrenbang RKPD d i kecamatan d irumuskan 

dalam berita acara kesepakatan dan dilandatangani 

oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan 

yang menghadiri Musrcnbang RKPD di kecarnatan. 

(2) Berita acara kesepakatan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan 

dalam Musrenbang Daerah 

penyempurnaan rancangan RKPD. 

Paragraf 5 

dan 

Perumu san Rancanga n Akhir RKPD 

Pasal 19 

masukan 

(1) Perurnusan rancangan akhir RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2 ) huruf e merupakan 

proses penyempurnaan rancangan RKPD menja di 

rancangan akhir RKPD berdasarkan berita aca ra 

kesepakatan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). 

(2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disajikan sesuai dcngan sistematika da lam 

pasal 7. 

Pasal 20 

(1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dima ks ud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e disampaikan kepada 

Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh scluruh Kepala 

Perangkat Daerah. 
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(2) Pembahasan scbagaimana d imaksud pada ayat (1), 

bertujuan untuk memastikan program dan 

kegiata n Pe ra ngkat Daerah tela h d iakomodir dalarn 

rancangan akhir RKPD. 

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

pa ling lam bat 1 (sa tu) minggu setelah pelaksanaan 

Musrenbang RKPD. 

(4) Rancangan akhir sebagaimana d imaksud pada ayat (l} 

diselesaika n paling la m bat pada akhir bulan Mei. 

Pasal 21 

(1) Rancangan akh ir RKPD yang telah dibahas 

sebagaimana d imaksud dalarn Pasal 20 ayat ( 1) 

d ijad ikan sebagai ba han penyusunan rancangan 

Peraturan Walikota tentang RKPD. 

(2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota 

ten tang RKPD kepa da kepa da Gubernur melalui Kepala 

Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. 

(3) Penya mpaian ra ncangan Peraturan Walikota tentang 

RKPD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), tcrdiri alas: 

a. surat permohonan fasilitasi dari Wa liko w 

kepada Gubcrnur melalui kepala Bappeda 

Provinsi; 

b. ra ncangan akhir RKPD; 

c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD; 

d. basil pengendalia n dan evaluasi pen1musan 

kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; 

dan 

e. gambaran konsist.ensi program dan 

kerangka pendanaan a nta ra RRJMD dan RKPD. 

(4 ) Basil fasili tasi Gubernur terhadap rancangan 

Peraturan Walikota tenta ng RKPD sebagai bahan 

penyempurnaan ra ncangan Peraturan Wa likota tentang 

RKPD. 
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Paragraf 6 
Penetapan RKPD 

Pasal 22 

( 1} Ra ncangan Peraturan \Valikota ten tang RKPD yang 

telah disempurnakan sebaga.ima na dima ksud dalam 

Pasal 21 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Barenlitbang 

kepada Walikota melalui Sekretaris Dae ra h untuk 

persetujuan unt.uk penetapan da n pengundangan. 

(2) Rancanga n Peraturan Walikota sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) disampaika n pa ling la mbat 2 (cl ua) 

m mggu se te la h pelaksanaan rasilitasi rancangan 

Peraturan Walikota ten tang RKPD. 

Pasa.l 23 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD 

paling lambat 1 (sa tu) minggu setelah RKPD Provinsi 

d itetapkan. 

Pasa l 24 

( 1) Peratura n Wa likota ten ta ng RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 dijadikan s ebagai: 

a . pedoman pe rumusan penyempurnaan rancan gan 

akhir Renja Perangkat Daerah; dan 

b. pedoman penyusuna n Rancanga n Kcbij akan 

Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara. 

(2) Rancangan Kebijakan Umum f\PB D serta 

Ranca ngan Prioritas dan Pla fon Anggaran Sementara 

sebagaimana dima ksud pada ayat (l) huruf b 

disampaikan Wa likota kepada DPRD u ntuk diba has 

sebagai landasan penyusunan ranca ngan APBD. 

Pasal 25 

Walikota menyampaikan Peraturan Walikota t.en tang 

RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara 

RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur 

melalui Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari 

setclah ditetapkan. 
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Bagian Kedua 
Renja Perangkat Daera h 

Pa ragraI 1 
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 26 

Renja Pera ngka t Daerah disusun dengan tahapan: 

a. persiapan penyusunan ; 

b. penyusuna n rancangan awal; 

c. penyusuna n rancanga n; 

d . pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas 

Perangkat Daerah; 

e. perumusan rancangan akhir; dan 

f. penetapan. 

Paragraf 2 
Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 27 

Persia pan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud da lam Pasal 26 huruf a, rneliput.i: 

a . penyusunan rancangan kcpuLusa n Wa likota tentang 

pembenlukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah ; 

b . orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; 

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja 

Perangkat Daerah; dan 

d. penyiapan data dan informasi perencanaan 

pembangunan Daerah. 

Paragraf 3 
Penyusunan Rancangan Renja PerangkaL Daerah 

Pasal 28 

( 1) Perangkal Daerah menyusun rancangan a wal 

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 huruf b, paling larnbat rninggu perta ma 

bulan Desember. 

(2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat 

Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Da.erah, 

basil eva luasi hasil Renja Pera ngkat Daerah tahun 
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lalu, dan basil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah 

tahun berjalan. 

Pasal 29 

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud dala m Pasal 28, mencakup: 

a. a nalisis gambaran pelayanan Pera ngkat Dacrah; dan 

b . hasil eva luasi Renja Perangka t Daerah tahun lalu. 

Pasal JO 

Hasil perumusan ra ncangan a wal Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud da lam Pasal 28, clisajikan dengan 

s istematika paling sedikit memuat: 

a. pendahuluan; 

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun la lu; 

c. tujua n dan sasaran Perangkat Daerah ; 

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan 

e . penutup. 

Pasal 3 1 

(1) Rancangan awal Renja Perangkat Dae rah 

disempurnakan berdasarkan surat edaran Walikota 

sebagaimana climaksud dalam Pasa l 10 ayat (1). 

(2) Penyempurnaan. rancangan awa l Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mencakup perumusan rencana program, kegia tan, 

indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegia tan 

da n kelompok sasaran berdasarkan rencana progra m, 

kegialan, ind ikator kinerja, pendanaan indika tif, lokasi 

kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal 

RKPD. 

(3) Rumusan kegiatan alterna tif cla n/atau kegiatan 

baru d iajukan Kepala Pera ngkat Daerah kepada Kcpala 

Bare nlitbang dalam forum Perangkat Dae rah/ lintas 

Perangkat Daerah. 
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Paragraf 4 
Penyusunan Rancangan Renja Perangkal Dacra h 

Pasal 32 

( 1) Penyusunan rancangan Renja Perangkal Daerah 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 hun1f c 

merupakan proses penyempurnaan ra nca ngan a ,va l 

Renja Perangkat Daerah berdasarkan suraL edaran 

\1/alikota lentang penyusunan rancangan Renja 

Perangkat Daerah scbagaimana d imaksud da lam 

Pasal 31 ayat (1 ). 

(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebaga imana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan 

dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat 

Daerah. 

(3) Rancangan Renja Perangkat Daerah se bagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disajikan dcngan sist.emat.ika 

scbagaimana dima ksud dalam Pasal 30. 

Pasal 33 

(1 ) Rancangan Renja Perangkat Daerah scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disarnpa ika n kepada 

Kepala Barenlitbang untuk diverifikasi dan dijadikan 

sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD 

menjadi rancangan RKPD. 

(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 

minggu ketiga bulan Maret. 

Pasal 34 

(1) Barenlitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan 

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal ~~3 ayat (1). 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus dapat menjamin rancanga n Renja Perangkat 

Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. 

(3 ) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pa c:la ayat {l ), d itemukan h.,11 yang 

perlu disempurnakan, Barenlitbang menyampaikan 
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saran dan rekomendasi penyempurnaan ranca ngan 

Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. 

(4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat 

Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat 

Daerah. 

(5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah 

disempurnakan sebagaimana dima ksud pada 

ayat (4) disampaikan kembali olch Kcpala Perangkat 

Daerah kepada Kepala Barenlitbang. 

Pasal 35 

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat 2 (dua) minggu 

setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah 

kepada Barenlitbang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasa l 33. 

Pa ragraf 5 
Pelaksanaan Forum Perangkat Dae ra h/ 

Lintas Perangkat Dae rah 

Pasal36 

(1) Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daera h 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), 

dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah 

berkoordinasi dengan Barenlitbang. 

(2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) clihadiri olch 

pemangk u kepenlingan yang te rkait dcngan tugas dan 

fungsi Perangkat Dacrah. 

(3) Pembahasan clengan pemangku kepentingan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan unluk 

memperoleh masukan dalam rangka penajaman target 

kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan 

kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat 

Daerah. 

(4) Forum Perangkat Daerah /lin tas Perangkat Daerah 

dilaksanakan paling larnbat 2 (dua) minggu setelah 
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surat edaran Walikota sebagaimana dima ksud dalam 

Pasal 32 ayat ( 1) diterima. 

Pasal 37 

Basil pembahasan rancangan Renja Pe rangkat Daerab 

dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dirumuskan 

dalarn berita acara kesepakatan da n dita nda tanga ni 

oleh u nsur yang mewakili pemangku kepc..:ntingan yang 

menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Pcrangka t 

Daerah. 

Paragraf 6 
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 

Pasal38 

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dima ksud dalam Pasa l 26 huruf c, 

merupakan proses penyempurnaan ra ncangan Renja 

Perangkat Daerah menjadi ranca ngan a khir Rcnja 

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota 

tentang RKPD sebagaima na dimaksud dalam Pasal 23. 

(2) Pe1umusan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l), 

dilakukan untuk mempertajam program, kegialan dan 

pagu indikatif Perangka t Daerah berdasarkan progra m, 

kegia lan dan pagu ind ikatif yang ditetapka n d alarn 

Peraturan Walikola tentang RKPD. 

(3) Rancangan akhir Renja Pe rangka L Daerah s ebagaima nn 

dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan s is lcma tika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 

Paragraf 7 
Penetapan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 39 

( 1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dima ksud dalam Pasal 38 ayat (3) , 

disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kcpala 

Barenli tbang un tuk diverifikasi . 

24 



(2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disarnpaikan 

paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan 

Walikota tentang RKPD ditetapkan . 

Pasal40 

(I) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan da n 

pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan 

peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja Pera ngkat 

Daerah lainnya. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, 

Barenlitbang menya mpaikan saran dan rekomendasi 

penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat 

Oaerah kepada Perangkat Dae ra h. 

(3) Berdasarkan saran dan rckomcndasi scbaga imana 

dimaksud pada ayat (2 ), Kepala Perangkat Oaerah 

menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah. 

(4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah 

disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disa mpaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah 

kepacla Kepala Barenlitbang. 

Pasal 41 

Verifikasi scluruh rancangan akhir Renja Perangkat D.:1erah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) rninggu setelah 

penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2). 

Pasal42 

(1) Barenlitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir 

Renja Perangkat Daera h yang telah diverifikasi 

sebagaimana dimaksud clalam Pasal 39 kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan 

dengan Peraturan \.Valikota . 
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(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), paling la mba t 1 (sa tu) bulan 

setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan . 

Pasal43 

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayai. (1) menjad i pedo1.-1a n Perangkat Daerah 

dalam men:,,usun RKA Perangkat Daerah . 

Bagian Ketiga 
Pengendalian dan Evaluasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Paragraf l 
Umum 

Pasal 44 

( 1) Pengendalian dan cva luasi pcrcncanaan 

pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan: 

a . konsistensi a n tara kebijakan denga n pe!aksanaa n 

dan hasil rencana pembangunan Daerah; 

b. konsistensi antara RRJPD dcngan l~PJPN dan 

RTRW Nasional; 

c . konsistensi anta ra RPJ MD dengan RPJPD clan 

RTRW Daerah; 

d . konsistensi antara RKPD dengan RPJ MD; dan 

c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah 

de nga n indikator k inerja yang telah ditetapkan. 

(2) Pengendalian dan evaluasi perenca naan 

pemba ngunan Daerah se bagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi: 

a . pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan 

kebija kan perencanaan pembangunan Dacrah; 

b. pcngendalian dan evaluasi tcrhadap pelaksanaan 

rencana pembangunan Daerah ; dan 

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan 

Daerah. 

26 



Paragraf 2 
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 45 

Pengendalian dan Evaluasi Terhada p Pcrumusan Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan Dae ra h terdiri dari: 

a. perumusan kebija kan Renja Perangkat Daera h; dan 

b. perumusan kebijakan RKPD. 

(1) Pengendalian 

Pasal 46 

kebijakan Renja Perangkat 

(2) 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 45, 

mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan 

kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif Perangkat Daerah. 

Pengendalian terhadap kebijakan sebao-aimana b 

dima ksud pada ayat ( L), d ilakukan mcla lu i 

pemantauan dan supervisi mulai dari tahap 

penyusunan rancangan sampa1 dengan Renja 

Perangkat Daerah ditetapkan. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 

pada. ayat (2) , harus dapat menjamin perumusan 

tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelornpok sasaran, lokasi, da n 

pendanaan indikatif dalam Rcnja Perangkat Daera h 

mcmpedomani rencana progn1m dan k egiatan prioritas 

pembanguna n tahunan JJaerah Rl<PD serla sela ras 

dengan Rcnstra Perangkat Dae::rah . 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi 

dirnaksud pacla ayat (3) , digunakan 

scbagairnana 

untuk 

mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 

kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedornan 

pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal47 

(1) Kepala Pera ngkat Daerah melakuka n pengendalian 

dan cvaluasi terhada p kebija kan penyu sunan Rcnja 

Perangkat Daerah. 
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(2) Dalam hal evaluasi da ri hasil pemantauan dan 

superv1s1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ 

penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mclakukan 

tindakan perbaikan/penye mpurnaan. 

(3 ) Kepa la Pe rangkat Dae rah menya mpa ika n la pora n has iJ 

evaluasi perumusan kebijakan perencanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

Barenl it bang. 

Pasal 48 

(1) Kepala Barenlibang melakukan evaluasi terhadap 

lapora n has ii evaluasi perumusan kebijakan 

penyusuna n Renja Pcrangkat: Dae rah sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (3) . 

(2) Da lam ha l eva luasi dari basil pemantauan dan 

su pervisi sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), 

ditemukan adanya ketidaksesua ian/penyimpangan, 

Kepala Barenlitba ng menya mpaikan rekomendasi dan 

langkah-langkah penyempurnaan untuk dilindaklanjuti 

oleh Kepala Perangkat Daerah. 

(3) Kepala Pera ngka t Dacrah menyampaikan hasil tindak 

lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebaga imana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Kcpala Barenlitbang. 

Pasal 49 

(1) Pengendalian terhadap kebija kan perencanaan 

pembangunan tahuna.n Daerah sebagaimana d imaksucl 

dalam Pasal 45, mencakup perumusan priorita s dan 

sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan 

prioritas Daerah. 

(2) Pengendalian sebagaima na d imaks ud pada ayat ( 1), 

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari 

tah a p penyusunan ra ncangan awal sampai dengan 

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota . 

(3) Pemantauan da n supe rv1s1 scbaga irnana d ima ksud 

pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: 
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a Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah 

dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program 

pembangunan Daerah yang d itetapkan da la m 

RPJMD; 

b. Rencana program dan kegiata n priori tas da lam 

mcnyusun RKPD, sesuai denga n ind ikasi rencana 

program prioritas yang di.tetapkan dalam RPJIVID; 

c. Renc.:ana program dan kegiatan prioritas dalam 

menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas 

pembangunan provinsi terutama program/kegiatan 

yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah 

Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada 

wilayah perbatasan antar Daerah kabupaten/kota; 

d . Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah 

dalam menyusun RKPD, dala m rangka pencapa ia n 

sasaran pembangunan jangkc1 mencngah Dacrah, 

serta pcnca.paian sasaran pembangunan tahunan 

Daerah provinsi; dan 

e. Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyus unan 

RKPD. 

(4 ) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk 

mengevaluasi dan memastikan bahwa perurnusan 

kebijakan RKPD telah berpedoman pada RP.JMD dan 

mengacu pada RKPD provinsi. 

Pasa.150 

(1) Kepala Barenlitbang me laksanakan pengendalian dan 

evaluasi perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah . 

(2) Dalarn hal evaluasi dari basil pemantauan clan 

superv1s1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ 

penyimpangan, Kepala Barenlibang rnelakuka n 

tindakan perbaikan/penycmpurnaan sesuai 

rekomendas i dari Kepala BAPPEDA Provinsi. 

29 



(3) Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

kepacla Gubernur rnelalui Kcpala BAPPEDA provinsi. 

Paragn.1 f ::'. 
Pengendalian dan Evaluasi terhada p Pcla lrnanaa n Rencana 

Pembangunan Daerah 

Pasal 5 1 

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49, mcncakup Renja Perangkat 

Daerah clan RKPD. 

Pasal52 

(1) Pengendalian pelaksanaan Renj;o.1 Pera ngkat Daerah 

sebagaimana dima ksud dalam Pasa l 51, me ncakup 

program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan 

indikator kinerja serta kelompok sasaran. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui pemantauan dan superv1s1 

penyusunan RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 53 

(1) Pemantauan clan supervisi terhadap penyusunan RKA

Pera ngkat Dacrah scbagairnana dirnaksud d a lam 

Pasal 52 ayat (2), ha rus d a pat mcnja m in agar program 

dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator 

kincrja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalarn 

RKA Perangkat Daerah. 

(2) Hasil pemantauan dan supervis i sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), digunakan unt.uk 

m engevaluasi dan memastikan bahwa program clan 

kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam 

RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat 

Daerah. 

Pasal 54 

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. 
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(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 

supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 

(2) clitemukan adanya kctidaksesuaian/penyimpangan, 

Kepala Perangkat Daerah menga mbi l Iangkah-langkah 

penyempurnaan agar penyusunan RKA Pe ra ng ka t 

Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. 

(3) Kepala Perangka l Daera h menyampaikan Japoran 

triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada aya t (1) kepada Wa likota melalui Kepala 

Barenlitbang. 

Pa sa l55 

(1) Kepala Barcnlibang melakukan evaluasi terhadap 

laporan basil pema ntauan dan supervise pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah yang disarnpa ikan olc h Kcpala 

Perangkat Daerah. 

(2 ) Dalam hal evaluasi dari hasil pcmant.au a n dan 

supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, 

Walikota m elalui Kepala Barenlitbang menyampaikan 

rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan 

RKA Perangkat Daera h untuk dit indaklanjuti olch 

Kepala Pera ngkat Daerah. 

(3) Kepala Perangka l Daera h menyampa ikan hasil tindak 

lanjut perbaikan/ penyempurncicin scbagaima na 

dimaksud pada aya t (2) kepada W a likota m ela lui Ke pa l a 

Barenlitbang. 

Pasal 56 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD 

s ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 5 1 rnencakup 

sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, 

rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta 

pagu ind ikatif. 

(2) Pengenda lia n scbaga irnana dimaksud pada aya l (1), 

dilakukan melalui peman tauan dan supervisi 

pelaksanaan RKPD. 
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(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana din1aksud 

pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan 

prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana 

program dan kegiata n prioritas Daerah ser la pagu 

indikatif yang di tetapkan da lam RKPD dijadikan 

pedoman penyusunan rancanga n KUA, PPAS dan 

APBD. 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Hasil pemantauan dan supervisi sebagairnana 

dimaksud pada ayat (3), digunakan u ntuk 

mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan 

pr ioritas pembangunan tahuna n Daerah, renc:u1a 

program da n kegiatan prioritas Daerah, serta pagu 

indikatif telah disusun keclalam ranca ngan KUA, PPAS 

dan APBD. 

Pasal57 

Kepala Barenlitbang melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RKPD. 

Dala m hal evaluasi dari hasil 

dimaksud 

pe mantauan dan 

dalam Pasa l 56 supervisi 

ayat 

sebagaimana 

(4) dilemuka n adanya 

ketidaksesuaian/ penyimpangan, Ba renli lba ng 

melakuka n tinda kan perbaikan / penyempurnaan. 

Kepala Barenlitba ng melaporkan hasil eva luas i 

pdaksanaan RKPD kepada Walikotu. 

Paragraf 4 
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah 

Pasal 58 

Evalu asi terhadap hasil rencana pemban gunan tahuna n 

Daerah sebagaimana dimaksud dala m Pasal 57 mencakup 

hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD. 

Pasa l 59 

( 1) Evaluasi terhaclap hasil Renja Pera ngkat Daerah 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 58, mencakup 

program dan kegiatan , ind ika tor kinerja dan kelompok 

sasaran, lokasi, serla dana indikatif. 
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dila kukan melalui penilaian terha dap realisasi DPA

Perangkat Daernh . 

(3) Penilaian sebagairnana dimaksud pada aya t (2), 

digunakan untuk mengetahui realisasi pen capaian 

target indikator kinerja, penyerap an dana dan kenda la 

yang dihadapi. 

(4 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinc1ja 

progra m dan kegiatan Renja Pera ngkat Daerah dapat 

dicapai dalarn rangka mev-lujudkan tujuan dan sasara n 

Renstra Perangkat Daerah serta sasa ran da.n prio ritas 

pembangunan tahunan Daerah lingkup. 

(5) Evaluasi pelaksanaan Rcnja Perangkat Oaerah 

dilakukan setiap triwulan clalam tahun a nggaran 

be1jalan. 

Pasal60 

(1) Kepala Perangka t Daerah mela ksanakan evalu asi 

terhad ap hasil Renja Pera n gkat Daerah. 

(2) Dalam hal h asil eva luasi s ebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) ditemu kan adanya ketidaksesuaian/ 

penyimpangan, Kepala Perangka l Dac ra h mcla kuka n 

ti ndakan perbaikan/ penyempurnaan. 

(3) Hasil evaluasi Renja Perangkal Daerah menjadi bahan 

bagi penyusunan Re nja Perangka.t Daerah untuk tahu n 

berikutnya. 

(4) Kepala Perangkat Daerah rnenyampaikan laporan hasil 

evaluasi sebagairnana dirna ksud pada ayaL (3) kepada 

Wa likota melalui Kepala Barenlitbang setiap triwulan 

dala m ta hun anggaran berkenaan . 

Pasal 61 

(1) Kepala Barenlibang m elakuka n eva luas i te rha da p 

hasil eva luasi Renja Perangkat Da erah sebagaimana 

dimaksud dalrun Pasal 60 ayat (4). 

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesu a ian/ 
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(3) 

penyimpangan, Walikota melalui Kepala Barenlitbang 

men yam paikan rekomendasi dan 

penyempurnaan untuk ditindaklanjuti o leh 

Perangkat Daerah. 

la ngka h 

Kepala 

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak 

la.njut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana 

dimaksucl pada ayat (2 ) kepada Walikota mela lui Kepala 

Barenlitbang. 

Pasal 62 

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana climaksud 

dalam Pasal 58 mencakup sasara n dan prioritas 

pembangunan Daerah serta rencana program clan 

kegiatan prioritas Daerah. 

(2) Evaluasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dila ku ka n me la lui penilaian hasil pelaksan:,.-u:1n RKPD. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan untuk mengetahui: 

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan 

prioritas Daerah da lam RKPD den gan capaian 

indikator kinerja program dan kegialan ya ng 

dilaksanakan melalui APBD; da n 

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiata n 

yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan 

realisasi APBD. 

(4) Evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana 

program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD 

dapat d icapai dalam rangka mewujudkan v1s1 

pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapa i 

sasaran pembangunan tahunan Daera h provinsi. 

(5) Eva luasi dilaksanakan setiap triv.rulan dengan 

menggunakan hasil evaluasi basil Renja Pcnmgka t 

Dacrah. 

Pasal. 63 

(1) Kepala Baren litbang melaksanakan evaluasi terhadap 

hasil RKPD. 
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(2) Dalam hal eva luasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) ditemuka n ada nya ketidaksesuaian/ 

penyuupangan, Kepala Baren li tbang melakukan 

tindakan perbaikan/ penyempurnaan. 

(3 ) Hasil evaluasi RKPD digunakan se bagai bahan bagi 

penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. 

(4 ) Kepala Barenlibang mela porkan evaluasi terhadap hasil 

RKPD kepada Walikota. 

(5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) kcpada Gubernur melalui 

Kepala Bappeda Provinsi. 

Bagian Keempat 
Peruba han RKPD 

Paragraf 1 
Urnurn 

Pasa164 

(1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapal 

dilakukan apabila berdasa rkan hasil eva luasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan mcnunj ukkan 

adanya ketidaksesuaian dengan pcrkembangan 

keadaan, meliputi: 

a . perkembangan yang tida k sesua i dengan asumsi 

prioritas pembangunan Da.e ra h, kerangka ekonorni 

Daerah dan keuangan Daerah, rencana progra m 

dan kegiatan RKPD bcrkcnaan; da n/atau 

b. keadaan yang mcnyeba bkan saldo anggaran le bih 

tahun a nggaran se belumnya harus digunakan 

untuk ta.bun berjala n. 

(2) Dalam hal te rjadi penambahan kegia tan baru pada 

KUA clan PPAS yang tidak terdapat. dala m RI<PO, pe rlu 

dis usun berita acara kesepakatan Walikota dengan 

Ketua DPRD. 

(3) Penambahan kegiatan baru sebagairnana dimaksud 

pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau 

provinsi, kca.daan darura t, keadaan luar biasa, dan 

perintah dari peraturan perundang-unclangan yang 

lebih tinggi setelah RKPD ditelapkan. 
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(4) Perubah an RKPD sebagaima na d imaksud pada ayat ( l) 

dapat d ila ku kan tanpa melalui ta l1 apan evaluasi dalam 

ha l terjadi keb ija ka n nasional, keadaan daru ra t , 

keadaa n luar biasa, da n perinta h clari pera tura n 

perundang-undangan yang le bih tinggi setelah RPJMD 

clitetapka n . 

(5) Peruba han RKPD sebagaimana dima ksud pa da ayat (1) 

menjadi pedoma n Perubah a n Renja Perangka t Daera h . 

(6) Peruba han RKPD scba.gaimana d imaksud pada ayat (1) 

meliputi peruba ha n: 

a . ke rangka ekonomi dan keuanga n Daera h; 

b . ta rget sasara n pembanguna n Dae rah; 

c . prioritas pembanguna n Daerah; 

d. pe na mba han dan/atau pcngura ngan program dan 

kegiatan pera ngka t Daerah; clan 

e . target kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah. 

(7) Pena mbahan clan / a tau pengurangan program da lam 

RKPD da pa t dilak:sanakan setelah d ilakukan perubahan 

RPJMD . 

(8) Da lam ha! pena mba ha n program sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) merupalrnn kcbija kan nasional 

ya ng Lercan tum dalam RKP, RPJ ivlD ticlak perlu 

dila ku ka n peruba han. 

(9 ) Pena m bahan kegiatan baru dala m RKPD ditinda klanjuti 

dengan perubahan dan / atau penambahan kegiatan 

dala m Renstra Pera ngkat Daera h, sebaga i acuan 

penyusunan Renja Perangkat Daerah . 

Pas a l 65 

Peruba ha n RKPD sebagaimana d imaksucl da lam Pasa l 65 

disu sun dengan tahapan: 

a . penyus u nan rancan gan peruba han lxKPD; 

b . perumusan rancangan a khir pcru baha n RKPD; dan 

c . penetapan . 
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Paragraf 2 
Penyusunan Rancanga n Pe ruba ha n RKPD 

Pasal 66 

(1) Barenlitbang menyusun rancangan perubahan RKPD. 

(2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada 

awal bulan Juni. 

(3) Ran cangan pe rubahan RKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disusun berpedoman pacla: 

a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan 

b. I-lasil evaluasi pclaksanacm RKPD sa mpai denga n 

Triwulan II Tahun berkenaan . 

Pasal 67 

Penyusunan rancangan perubahan RKPD scbagaima na 

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas: 

a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan 

b. penyajian rancangan perubahan RKPD. 

Pasal 68 

(1 ) Perumusan rancanga n peruba han RKPD se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 7 huruf a , mencakup: 

a . 

b. 

analis is ekonomi dan keuangan Daerah; 

evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi 

dengan triwulan II (triwulan dua) 

berkenaan; 

c. penelaahan terhadap kebijal<an pemerintah; 

sampai 

tahun 

d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah 

dan kebijakan keuangan Oaerah; dan 

e . perumusan program dan kegiatan bescrt.1:1 pagu 

ind ika tif. 

(2) Dalam perumusan rancanga n perubahan RKPD 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), DPRD 

memberikan saran dan pendapat. berupa pokok pikiran 

kepada Walikota berdasarkan hasil reses/penjaringan 

asp1ras1 masyarakat sebagai bahan perurnusan 

kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran ya ng 
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sdaras dengan pencapaia n sasaran progra rn ya ng tclah 

clitetapka n dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. 

(3) Saran dan pendapal berupa pokok-pokok pikiran 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dapal 

disampaikan dalam aplikasi e-p/an.ning dan/atau 

secara te rtulis dan/ atau dalam rapat dengar pendapat 

dengan Walikota . 

Pasal 69 

(1) Rancangan perubahan RKPD se bagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 67 , di.sajika n dengan s istematika sebagai 

berikut: 

a . Pendahuluan; 

b. Evaluasi hasil Triwulan II (tri,vulan dua) tahun 

berkenaan; 

c . Keran gka ekonomi dan keuangan Daerah; 

d . Sasaran clan prioritas pembangunan Daerah; 

e . renca na kerja dan pendanaan Daerah; dan 

f. penutup. 

(2) Rencana ke1ja dan pe ndanaan Daerah sebagaimana 

dima ksud pada aya t (1) huru r e , rne ncakup program, 

kegiat.an, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi 

kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, 

baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami 

perubahan. 

Pasal 70 

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana 

d ima ksud dalam Pasal 67, d iselesaikan paling la mbal bula n 

Juni. 

Pasal 7 1 

(1) Barenlitbang menya mpa ikan rancangan perubahan 

RKPD sebagaimana dimaksud da la m Pasal 69 kepada 

Walikota melalui Sekretaris Da.erah u ntuk memperoleh 

persetujuan. 

(2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang tela h 

memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan surat 

edaran tentang pedornan penyusunan perubahan Renja 

Perangkat Daerah. 

Pasal 72 

(l} Surat edaran tentang pedoma.n penyusunan perubahan 

Renja Perangkat Daera h sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Pernngkat 

Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD. 

(2) Kepala Perangkat. Daerah menyernpurnakan ra ncangan 

pe1ubahan Renja Pera ngka t Dae rah dcnga n 

berpedoman pada surat edaran dan rancangan 

perubahan RKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang 

tel ah disusun Kepala Perangkat Daerah se bagai mana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala 

Barenlitbang u ntuk diverifikasi. 

(4 ) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bertLtj ua n untuk memastikan bahwa penjabu ra n 

program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, 

lokasi kcgiatan serta sasaran penerima rnanl'aa L dala m 

setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah 

telah sesuai dengan yang dinunuskan dalam rancangan 

Perubahan RKPD. 

(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4 ) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, 

Barenlitbang menyampaika n saran dan rekomendasi 

penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat 

Daerah kepada Pcrangkat Daerah. 

(6) Perangkat Daerah menyempu rnakan rancangan 

pcrubahan Renja Pera ngkat Dacrah berdasa rkan sa ra n 

dan rekomendasi Barenlitbang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5). 

(7) 1-Iasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja 

Perangkat Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (6) 

disampaikan kembali kepada Barcnlitbang paling 

lambat 5 (lima ) hari sejak verifikasi dilakukan. 
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Paragraf 3 
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD 

Pasal73 

(1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja 

Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7), rancangan 

Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan 

Akhir Perubahan RKPD. 

(2) Rancanga n Akhir Pe rubahan RKPD sebaaa ima na b 

dima ksud pada ayat (1), disajikan dcngan s is tcma tika 

sebagaimana dima ksud dalam Pasal 69 ayat (I). 

Pasal 74 

(1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pa:-;al 73 ayat (2) dijad ikan sebagai 

bahan pcnyusunan Rancangan Peraturan \Valikota 

tentang perubahan RKPD. 

(2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan \1/alikota 

tenlang perubahan RKPD kcpada G u bcrnur mcla lu i 

kepala Bappeda Provinsi untuk difasili ta si. 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada Peraturan Menteri menge na1 

pcmbcntukan produk hukum Daerah. 

(4) Basil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayaL (2 ) 

disa mpa ikan kepada Walikota dalarn bentuk surat 

gubenur melalui kepala Bappeda Provinsi. 

(5) Walikota rnenyempurnakan ra ncan gan Peraturan 

Walikota ten tang perubahan RKPD sesuai dengan h asil 

fasilitasi sebagaimana dima ksu d ayat (4). 

Paragraf 4 
Penetapan Perubahan RKPD 

Pasal 75 

( I.} Rancangan Peraturan Walikota tenta ng Pcru bahan 

RKPD sebagimana dimaksud dalam Pasal 74 aya t (5) 

disarnpaikan kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah guna rnemperoleh persetujuan untuk 
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ditetapkan menjadi Peraluran Walikota tentang 

Perubahan RKPD. 

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Walikota te ntang 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 

paling lambat minggu ketiga bulan Juli. 

(1) 

Pasal 76 

Perat.urnn Walikota tentang 

sebagaimana dirnaksud dalam 

dijadikan: 

Perubahan RKPD 

Pasal 75 ayat (2) 

a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat 

Daerah; dan 

b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara. 

(2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b d isampaikan 

pemerintah Daerah kepada DPRD untuk diba has 

sebaga.i landa sa n penyusunan ra ncangan pcrubah a n 

APBD. 

Pasal77 

(1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan RKPD sebagaima.na dimaksud dala m 

Pasal 76 ayat (1) kepada Gubernur melalui kepala 

Bappeda Provinsi. 

(2) Peraturan \Valikota scbagaimana. dimaksud pada 

ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peratura n 

Daerah tentang Perubahan APBD. 

Bagian Kdima 
Perubaha n Renja Perangkat Daerah 

Paragraf 1 
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja 

Perangkat Daerah 

Pasal 78 

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan 

Renj:1 Perangkat Daerah. 

4 1 



(2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangka l 

Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima 

surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan 

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksucl dalan1 Pasal 71 ayat (2). 

(3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 

berpedoman pada: 

a. Rancangan Pcrubahan RKPD; dan 

b. Hasil pengcndalian pelaksanaan Renja Perangkat 

sampai dengan triwulan II tahun be rkenaan. 

Pasal 79 

(1) Penyusunan ra.ncangan Perubahan Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud da.la.m Pasal 78 ayat (3), 

terdiri atas: 

a. perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat 

Daerah; dan 

b . penyajian rancangan Perubahan Rcnja Pc ra ngkat 

Daerah. 

(2 ) Perumusan rancangan Renja Perangkal. Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat. (]) huruf a, 

mencakup: 

a . analisis gambara n pelayanan Perangkat Da.erah; 

b. a na lisis hasil pengendalian pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan 

II tahun berkenaan; dan 

c . penentuan isu penting penyelenggaraan tugas 

dan rungsi Pcrangka t Dacrah. 

(3) Rancangan Perubahan Renja Pe ra ngkat Daerah 

sebagaimana dima ksu d pada ayat ( 1), disajikan dengan 

sistematika sebagai be rikut: 

a. pendahulua.n; 

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan JI tahun 

berkenaan; 

C. rencana kerja dan pendanaan Perangkat 

Daerah; dan 

d. penutup. 
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Pasal 80 

(1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 79 ayat (3) 

disampaikan kepada Vv'alikota melalui Barenlitbang 

untuk diverifikasi. 

(2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

lambat 1 (satu) minggu setelah s urat cdan111 Wa likota 

tentang Pedoman Penyusunan Pcrubahan Renja 

Perangkat Daerah. 

Paragraf 2 
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 

Perangkat Daerah 

Pasal81 

(1) Rancangan Perubahan Rcnja Perangkat Daerah 

disusun menjadi ra ncangan akhir Perubahan Renja 

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikola 

Lenlang Pcrubahan Rl<PD. 

(2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkal 

Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (l), disajikan 

dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 ayat (3). 

(3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja 

Perangkat Daerah d iselesaikan paling lambat 2 (dua) 

minggu setelah Peraturan Walikota tentang Peruba ha n 

RKPD ditetapkan. 

Pasal 82 

( L) Rancangan akhir Pcrubahan Rcnja Pcrangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) 

d isampaikan kepada Walikota melalui Kepala 

Barenlitbang untuk diverifikasi. 

(2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat 

Daerab sebagairnana dimaksud pada ayat (1), paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan \Valikota 

tentang Perubahan RKPD ditetapka n . 
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Pasal83 

(1) Barenlitbang mela kukan verifikasi terhadap rancangan 

akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1). 

(2) Verifikasi s ebagaimana dimaksud pada ayat ( L), 

bertujua n untuk m ernast.ikan rancangan akhir 

Perubahan Renja Pera ngkat Daerah tdah selaras 

dengan Peratura n Wa liko ta tenta ng Peruba han RKPD. 

(3) Apabila hasil vcrifika si sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2} d itemukan ketidaksesuaian, Barenlitbang 

menyampaikan saran dan rekom(;:ndasi un tuk 

penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja 

Perangkat Da erah kepada Perangkat Daerah. 

(4 ) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daera h 

menyempurnakan ra ncanga n akhi r Peruba han Renja 

Perangkat Dae rah. 

(5) Rancangan a khir Renja Pe ra ngka t Oae ra h yan g tela h 

disempu rnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

disampaikan kembali oleh Kepala Pera ngka t Daerah 

kepada Kepala Barenlitbang. 

Pasal 84 

Verifikasi rancangan Pcrubahan Renja Perangkat Dacrah 

s ebagaimana dirnaksud dalam Pasal 83 paling lamba t 

3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tenta ng 

Peruba han RKPD ditetapka n . 

Paragra f 3 
Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Pa.sal 85 

(l) Ba.renlitbang menyampaikan selun.1h rancangan a khir 

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah 

diverifikasi sebagaimana dimaksud dala m Pasa l 84 

kepada Walikota mela lui Sekretaris Daerah untuk 

ditetapkan dengan Ke pu tusan Walikota. 

(2) Penetapan Renja Perangkat Daera h dengan 

Keputusan Waliko ta se baga ima na dima ks ucl pada 
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ayat (1), paling lamba t 1 (satu) bulan setelah Peraturan 

Walikota tentang Perubahan RKPD diteta pkan. 

Pasal86 

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah dite tapkan 

dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 85 ayat (1) menjadi pedoman Perangkal Daera h dalam 

menyusun perubahan RKA Perangka t Daera h. 

(1) APBD 

BAB IV 

MEKANISME TAHUNAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Azas Umum APBD 

Pasal 87 

disusu n s esuai dengan kebutuhan 

penyele ngga raan pemerinLaha n dan 

pendapatan Daera h. 

kema mpoa n 

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada 

aya t (1), berpedoman kepada RKPD da lam rangka 

mewujudkan pelayanan kcpada m.asyarakat untuk 

tercapainya tujuan bernegara. 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaa n, 

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, da n pcrtanggungjawaban 

pelaksanaan APBD setiap tahun dite tapka n de nga n 

Pen1Luran Daerah. 

Pasal 88 

APBD merupakan dasar pengelolaan kcuangan Dae ra h 

dalrun masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mu lai tanggal 

1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

Pasal 89 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisi l 

APBD kepada Menteri Dala m Negeri dan Menteri Keuangan 

setiap semester dalam ta hun a nggara n berkenaan. 
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Bagian Kedua 
KUA dan PPAS 

Pasal 90 

(1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan 

PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan 

APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap 

tahun . 

(2) Dalam menyusun rancangan KUA dan ra ncangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Walikota dibanLu 

oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah 

disusun sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD 

kepada Walikota, paling lambat pada minggu keernpal 

bula n Juni . 

Pasal91 

(1) Rancangan KUA clan rancangan PPAS disampaikan 

Walikota kepada DPRD paling lambat m inggu kesat.u 

bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas 

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun 

anggaran berikutnya. 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( J}, 

dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. 

(3) Runcangan KUA da n rancangan PPAS yang teloh 

(1) 

dibahas sebagaimana dimaksud pada ava t ., (2), 

selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling 

lambat minggu keempat bula n Juli tahun a nggaran 

berja lan . 

Pasal 92 

KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), 
. . 

masmg-masmg 

dituangkan ke dalam nota kcscpakala n vancr 
" 0 

ditandatangani bersama antara Wa likota dengan 

pirnpinan DPRD clalarn waktu bersamaan. 

(2) B erdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksu d 

pacla ayat ( 1), TAPD menyia pkan rancangan surat 
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edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA 

sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam 

menyusun RKA. 

(3) Su rat Edaran Wa likota tentang pedoman pcnyusunan 

Riv'\. sebagairnana dimaksud pada ayat (2), d iterbitkan 

paling lambat minggu kC'salu bulan Agustus ta hun 

angga.ran bc1ja lan. 

Pasal93 

(1) RKA disampaikan kepada Inspektur pada minggu 

kedua bulan Agustus dilampiri dengan Kerar1gka Acuan 

Ke1:ja untuk dilakukan reviu . 

(2) Hasil reviu RKA sebagaimana dimaksud pada ayat. ( J), 

disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD 

paling Iambat 2 (dua) rninggu setela h dokumen RKA._ 

diterima. 

Bagian Ketiga 
Penctapan APBD 

Pasal 94 

(1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD beserta la mpirannya kepada DPRD paling 

lambat pada minggu kesatu bulan Oktober tahun 

anggaran sebelumnya dari tahun yang d ircncanakan 

untuk mendapatkan persetujuan bersama . 

(2) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD 

te rhadap ra ncangan peraturan Dac rnh lenLa ng APB D 

ditandatangani oleh Walikota dan p impinan DPRD 

paling lambat mmggu keempat bulan Nopember 

sebelum tahun anggaran berakhir. 

Pasal95 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota 

menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 

\Valikota te nta ng Penjaba ra n APBO. 
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(2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d ilakukan 

paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 

sebelumnya. 

Bagian Keern pat 
Perubahan APBD 

Pasal 96 

(1) Perubahan APBD dapat d ila kukan apabila ter:jadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

KUA; 

b . keadaan yang m enyebabkan harus dilakukan 

pergeseran anggaran antar unit organisas i, antar 

kegiatan, dan antar jenis belanja; 

c . keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lcbih 

tah un sebelurnnya harus d igunakan cla lam tahun 

berjalan; 

d. keadaan darurat; clan 

e . keadaan luar biasa. 

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 

dalarn 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan 

luar biasa. 

Pasal 97 

(1) Perubahan APBD disebabkun pcrkcmbangan ya ng tidak 

sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana d imaksucl 

dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a , dapat berupa 

Lerjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi 

pendapatan Daerah, a lokasi belanja Daerah, sumber 

dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan 

dalam KUA. 

(2) Walikota memformulasikan ha l yang rnengakibat.kan 

terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal Y6 ayat (1) huruf a , ke dalam rancanga n 

Kc.:bijakan Umum Perubaha n /\PBD sena PPt\S 

Perubahan APBD, berdasarkan Pen.1ba han RKPD. 
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(3) Rancangan Keb~jakan Umum Perubahan APBD dan 

PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), clisampaikan kepada DPRD paling lambat 

minggu keempa t bulan J uli dalam tahun anggaran 

berjalan. 

(4) Rancangan Kebija ka n Umum Peru bahan APBD dan 

PPAS Perubahan APBO sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2), setelah dibahas selanjutnya disepakati menja di 

Kebijakan Umum Perubahan APED serta PPAS 

Perubahan APBD paling larnba.t mmggu kedua bulan 

Agustus tahun anggaran berjalan. 

Pasal 98 

(1) Kebijakan Umum Perubahan APED da n PPAS 

Perubahan APBD yang tela h clisepakati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), masing-mas ing 

dituangkan ke da la m nota kesepakalan yang 

ditandatangani bersama anta1-a \Valikota dengan 

pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. 

(2) Berdasarkan not.a kesepakatan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat 

edaran Walikota tentang pedoman penyus unan 

Pen1bahan RKA yang memuat program da n kegiatan 

baru dan/atau kriteria DPPA yang dapat diubah untuk 

d ianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan 

bagi Kepala Pcranglrnt Da~ra h . 

(3) Pedoman penyusunan Perubahan RKA dan/atau 

kriteria DPPA yang dapat diubah sebagairnana 

dima.ksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Walikota 

paling lambat minggu kctiga bulan Agustus tahun 

anggaran berjala.n. 

Pasal 99 

(l) Perubahan RKA disampa ikan kepada Inspektur pada 

minggu keempat bu la n Agustus dilampiri clengan 

Kerangka Acua n Kerja untuk clila kuka n rcviu. 

(2 ) Hasil reviu perubahan RKA sebagaimana dimaksud 

pacla ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKAD 
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paling lambat satu mmggu setelah dokumen RKA 

diterirna. 

Pasal 100 

(l} Walikola rncnyampa ika n rancangan Peraturan Daerah 

te nta ng Perubahan APBD be::;erta lampin . .u1nya kepada 

DPRD paling lambat pada minggu kesatu bulan 

(2) 

September t.ahun anggara n berjalan 

mendapatkan persetujuan bersa ma. 

Pcrsetujuan bersama 

terhaclap rancangan 

antara Walikota dan 

Peratura n Daerah 

u ntu k 

DPRD 

ten tang 

Perubahan APBD ditandatangani oleh Walikota clan 

pimpinan DPRD paling la mbat minggu kedua bu la n 

September. 

(3) Dalam ha] persetujuan DPRD scbuga irm1n,1 dirrwksucl 

p,;ida ayat (2) clipcrk.n-,kan padn <~khu l)Ul,rn ~~cplt:mbcr 

tahun anggara n be1jalan, penganggaran kcgialan 

konstruksi d i d alam rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD agar mernpertimbangk::.=m 

jangka wa ktu pelaksanaan pekerjaan . 

(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

dan ra ncangan Peraturan Walikota tentang Penjabara n 

Perubahan APBD yang telah dievaluasi ditetapkan o!eh 

Wa likota menjadi Peraturan Daera h tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pt:rubaha n APBD. 

(5 ) Penetapan rancangan Peratu ran Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu 

kesatu bulan Oktober. 

Bagian Kelima 
Perencanaan Kebutuha n BMD 

Pasal 101 

(1) Percnca naa n kt:butuhan BMD mcliputi: 

a. perencanaan pengadaan BMD; 

b . perencanaan pemeliharaan BMD; 

c . perencanaan pemanfaatan BMD; 

d . peren canaan pemindahtanga nan BMD; dan 
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e. perencanaan penghapusan BMD. 

(2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, d ituangkan dalam dokumen 

RKBMD Pengadaan. 

(3) Percnca naan pemeliharaan BMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) h uruf b, dituangkan dalam 

dokumen RKBMD Pemeliharaan. 

(4) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam 

dokumen RKBMD Pemanfaatan. 

(5) Perencanaan pemindahtanganan BMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dituangkan dalam 

dokumen RKBMD Pemindah langanan. 

(6) Perencanaan penghapusan BMD sebagaimana 

dimaks ud pada ayat (1) huruf e, dituangkan dalam 

dokurnen RKBMD Penghapusan . 

Bagian Keenam 
Penyusunan RKBMD Pengaclaan BMD 

pada Pengguna Barang 

Pasal 102 

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun us ulan RKBMD 

Pengadaan BMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang 

yang dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usula n 

RKBMD Pengadaan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), kepada Pengguna Bara ng paling lambat 

minggu kedua bulan Mei. 

Pasal 103 

(1) Pengguna Ba.rang melakukan penelaahan atas usulan 

RKBMD Pengadaa n ya ng disampaikan oleh Kuasa 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 102 ayat (2 ) pada minggu ke tiga bu lan Mci. 

(2} Dal::nn pcnelaahan usulan RKBMD pengaclaan yang 

disa mpaikan olch Kuasa Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Pengguna Ba rang 

mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna 

Barang dan Pengurus Ba.rang Pengguna untu k 
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melakukan reviu terhadap kebenaran dan kele ngkapan 

usulan RKBMD Pengadaan. 

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pcngadaa n yang 

disampaikan oleh Kuasa Pe ngguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan 

untuk memastika n kebenaran data masukan (input) 

penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang paling 

sedikit mempertimbangkan kesesuaian program 

perencanaan dan stancla r serta ketersediaan BMD di 

lingkungan Pengguna Barang. 

(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pcngadaan yang 

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cligunakan oleh 

Pengguna Barang dalam mcnyusun RKBMD Pengadaan 

B.MD pada Lingkat Pengguna Barang yang paling scdikit 

memuat informasi : 

a . nama Kuasa Pengguna Barang; 

b . nama Pengguna Barang; 

c. program; 

d. kegiatan; 

e. data daftar ba rang pada Pengguna Bara ng 

dan/ atau daflar barang pada K u asa Pcngguna 

Bara n g; dlcln 

f. rencana kebutuha n pengadaan barang yang 

disetuju i. 

Pasal 104 

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan 

RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa 

Pengguna Ba rang sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 

103 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Ba ra ng me nyu.sun RKBMD Pengadaan 

BMD berdasarkan hasil penelaahan se bagaimana 

dimaksucl pada ayal ( 1), unluk disampa ikan kepada 

Pe ngguna Barang paling lambat minggu keempat bulan 

Mei. 
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Bagian Ketujuh 
Peny·usunan RKBMD Pcmeliharaan 

BMD Pada Pengguna Barang 

Pasa l 105 

( 1) Kuasa Pengguna Barang meny us un usu Ian RKBMD 

Pemeliharaan BMD di lingkungan Kuasa Pengguna 

Barang yang dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan 

RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepada Pengguna Barang paling la mbat 

minggu kedua bulan Mei. 

Pasal 106 

(1) Pengguna Bara ng melakuka n penelaahan atas usulan 

RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal J. 05 ayat (2) pacla minggu ketiga bulan Mei. 

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan 

usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh 

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pengguna Barang mengikutserlakan Pejabal 

Penatausahaan Pengguna Barang dan Pcngurus Barang 

Pengguna untuk me lakukan penelitian terhadap 

kebenaran da n kelengka pa n usula n RKBMD 

Pemeliharaan. 

(3 ) Penelaahan atas usula n RKBMD Pemeliharaan yang 

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Ba rang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan 

untuk memastikan kebenaran data masukan {input) 

penyusunan RKBMD Pemeliharaan yang paling sedikit 

mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang 

yang memuat infonnasi mengena1 bara ng 

dipelihara. 

yang 

(4 ) Hasil pe nelaaha n sebaga imana d ima ksud pada aya t (3), 

digunakan oleh Pengguna Barang dalarn menyusun 

RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat Pengguna Barang 

yang paling sedikit memuat informasi: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
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b . na ma Pengguna Barang; 

c. nama barang yang dipelihara ; 

d . usulan kebutuha n pemeliha raa n; cla n 

e . ren cana kebutuhan BMD ya ng disetujui. 

Pasal 107 

(1) Basil pene laahan Pengguna Barang atas usulan 

RKBMD Pemeliharaan ya ng disampa ikan oleh Kuasa 

Pengguna Ba.rang sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 106 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBIVI D 

Pemeliharaan BMD bcrdasarkan hasi l pene laahan 

sebagaima na dirna ksud pacla ayal (1), un t.u k 

d isampaikan kepada Pengguna Barang paling lamba t 

minggu keempa t bulan Mei. 

Pasal 108 

(1) Pengguna Ba.rang menghimpun RKBMD Pengadaan 

dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Ba.rang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat: (2) da n 

Pasal 105 ayat (2), untuk d isampaika n kepada 

Pengelola Ba.rang. 

(2) Penyampaian sebagaimana clima ksud pa cla ayat ( 1), 

dilengkapi surat pengantar RKBMD yang 

ditandatangani oleh Pengguna Ba.rang dan data barang. 

(3) Penya1n paian RKBMD Pengadaan dan RKBMD 

Pemeliharaan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 

Ba ra ng sebagaimana dima ksud pada a yat (1), dilaku ka n 

paling lam bat minggu kesatu bulan Juni. 

Bagian Kedelapan 
Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD 

pada Pengelola Barang 

Pasal 109 

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dilakuka n 

lerhadap: 

a . releva nsi program dengan rencana keluara n 

( output) Pengguna Barang; 
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b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada 

Pengguna Barang; dan 

c. efektivil:as penggunaan BMD yang berada pada 

Pengguna Bara ng telah sesuai peruntukannya 

dalam rangka menunjang tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah. 

(2) Pendaahan atas RKBMD Pengadaan BIVID scbagaimana 

d imaksucl pada ayat (1), pa ling sedikit memperhatikan 

kesesuaia n program perencanaan dan s tandar serta 

da ta ba ra ng. 

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (2), diluangka n da la m Hasil 

Penelaahan RKBMD Pengadaan B MD yang paling 

sedikit memuat: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 

b. narna Pengguna Barang; 

c. program; 

d. kegiatan; 

e . da ta daftar barang pada Pengguna Barang 

clan/ atau daft.ar bara ng pada Kuasa Pengguna 

Bara ng; dan 

f. rencana ke butu ha n pengadaan barnng yang 

disetuju i. 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan B M D sebagaima na 

dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang 

m engikutsertakan Pejabat Penatausahaan Baran g dan 

Pengurus Barang Pengelola un tuk menyiapkan clan 

memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 

kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang 

dilaksanakan pa ling lambat minggu kedua bulan J u n i. 

Pasal 110 

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pcngadaan BMD da r i 

Pengguna Ba rang 

Pasal 109 ayat (3) 

Barang. 
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(2) Pengguna Banmg menyusun Rl<BMD Pengadaa n 

berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), disampaikan oleh Pengguna Bara ng kepada 

Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan 

Juni. 

Bagian Kesembilan 
Penelaahan RKBMD Pemeliha raan BMD 

pada Pengelola Barang 

Pasal 111 

(1) Penelaah a n atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakuka n 

untuk mela kukan telaahan terhada p data BMD yang 

diusulkan rencana pemeliharaannya. 

(2) Penelaah an atas RKBMD Perncliha raan BMD 

sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), paling sedikit 

memperhatikan da fta r barang pada Pe ngguna Ba ra ng 

yang memuat informasi mengenai status bara ng clan 

kondisi barang. 

(3) Penelaah a n atas RKBMD Pemeliharaa n BMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dituangkan 

dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD 

yang pa ling sedikit memuat: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 

b . nama Pengguna Barang; 

c. narna barang yang dipelihara; 

d. usulan kebutuha n pemeliharaan; dan 

e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui . 

(4) Dalam melaksanakan pe nelaahan BMD scbaga irnana 

dirnaksu d pada ayal (1 ), Penge lola Ba ra ng 

mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan 

Pengurus Ba.rang Pengelola untuk menyiapkan dan 

memberikan pertimbangan terha.dap kebenaran dan 

kelengkapan usulan RKBMD Pem eliharaan ya ng 

dilaksanaka n paling lambat minggu kedua bulan Juni . 
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Pasal 112 

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Perndiha raan B l'vTD da ri 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 111 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola 

Barang. 

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan 

berdasarkan basil penelaahan sebagairnana dimaksud 

pada ayat {l ). 

(3) RKBMD Pemeliharaa n sebagaima na dirna ksud pada 

ayat (2), disarnpaika n ole h Pe ngguna Barang kepada 

Pengelola Barang pa li ng lambat minggu ketiga bulan 

Juni . 

Pasal 113 

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD 

da ri Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 108 aya t (3), ditetapkan menjadi RKBMD 

Pemerintah Daerah ole h Pengelola Barang. 

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletapkan pa ling 

la mbat minggu keempat bulan Juni. 

Bagian Kesepuluh 
Penyusunan Perubahan RKBIVID 

Pasal 114 

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan 

RKBMD. 

(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada 

ayal (1), d ilakukan paling lambat m inggu ked ua bulc.111 

Juli . 
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BAB V 

MEKANISME TAHUNAN 

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA 

Bagian Kesalu 
Pelaporan Keuangan 

Paragraf 1 
Laporan Keuangan Triwulanan 

Pasal 115 

(1) Kepala Pcrangkat Daerah scbagai Pengguna Anggaran 

menyampaikan laporan keuangan triwu la n kep.,.:ida 

\1/alikota melalui PPKD dengan tembusan Inspcktu r dan 

Kepala Barenlitbang. 

(2 ) Untuk Perangkat Daerah penerima Dana 

Dekonsentrasi/Tugas Pemban tuan, Laporan Keua nga n 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan 

pelaksa naan atas kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas 

Pembantuan. 

(3) Laporan keuangan triwulan seba.gaimana dimaksud 

pada ayat (l) dan ayat (2), disampaikan paling lamba t 

tanggal 10 (sepuluh) sel.clah t.r iwu la n ta hun anggaran 

berkenaan berakhir. 

Paragraf 2 
Laporan Keuangan Semesteran 

Pasal 116 

( 1) Kepala Perangkat Daerah m enyusun laporan realisasi 

semester pertama anggaran pcnda patan da n bela nja 

Perangka t. Daera h sebagai hasil pelaksanaan anggaran 

ya ng menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Lapora n sebagai man a dimaksud pad a ayat ( 1), disertai 

dengan prognosis untuk 6 (cnam) bulan bcril<umya. 

(3) Laporan sebagaima na dima ksud pada avat ., (2), 

disiapka n oleh PPK Pera ngkat Daerah dan d isampaikan 

kepada pejabat pengguna a nggaran u ntuk ditetapkan 

sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran 

pendapatan dan belanja Perangkat Daera h serla. 

prognosis u n tuk 6 (enarn) bulan beriku tnya paling 
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lambat 7 (tujuh) ha ri ke rja setela h semester pe rtama 

tahun anggaran berkenaan bera khir. 

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan 

.realisasi semester pertama anggaran pendapa l.a n da n 

belanja Perangkat Daerah serta prognosis unluk 

6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), kepada PPKD sebagai dasar penyusunan 

laporan rea!isasi semester pertama APBD paling lambat 

10 (sepuluh) hari ke1:ja setelah semeste r perta ma tahu n 

anggaran berkenaan berakhir. 

Pasal 117 

(1) PPKD menyusun laporan realisasi semester perta ma 

APBD dengan cara menggabungkan seluruh la poran 

realisasi semester pertama anggaran pendapatan da n 

belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksucl 

dalam Pasal 116 ayat (4), paling lambat minggu kedua 

bula.n ,Juli tahun anggaran berkenaan dan d isa mpa ika n 

kepada Sekretaris Dacrah selaku koordinator 

pengclolaan keuangan Daera h. 

(2) La po ran rea lisasi semester pertama APBD dan 

prognosis untuk 6 (ena rn) bula n berikucnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bula n 

,Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapka n 

sebagai laporan realisasi semes ter pertarna APBD dan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(3) Laporan realisa s i semester perta ma APBD dan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya 

sebagaima na dima ksud pada aya t (2), d isampaikan 

kepada DPRD dan Men teri Dalam Nege ri pa li ng la rnba t. 

a khir bulan Juli tahun a nggc1ra n berke naan. 

Par agraf 3 
Laporan Keuangan Tahunan 

Pasal 118 

(1) PPK Perangkat Daerah menyiapkan laporan keuangan 

Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan dan 
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disampaikan kepada Kepa la Perangkal. Daerah untuk 

ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) , disampaikan kepada PPKD sebagai dasar 

penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

(3) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota 

melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah ta hun 

anggaran bcrakh ir. 

(4 ) Laporan keuangan Perangkat Dae ra h sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: 

a . laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; dan 

c. catatan atas laporan keuangan. 

Pasal 119 

(1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daern h 

dengan cara menggabungkan laporan keuangan 

Pcrangkat Daera h sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 118 ayat (4), paling lambat minggu ketiga bulan 

Maret. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator 

pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka memenuhi 

pertanggungjm,vaban pelaksanaan APED. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), te rd iri dari: 

a. laporan realisasi a nggara n; 

b. neraca ; 

c. laporan arus kas; clan 

d . cat.atan atas laporan keuangan. 

Pasal 120 

(1) Laporan realisasi anggaran sebagairnana climaksud 

dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh 

\,Valikot.a kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 
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minggu keempat bulan Ma re t. 

(2) Laporan keuangan sebagaima na dimaksud dalam 

Pasal 118 ayat (2), disampaikan oleh Wa likota kepadcJ 

Badan Pem eriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan 

pemeriksaan 

bulan Maret. 

paling lambat 

Bagian Kedua 
Pela poran BMD 

Pasal 12 1 

minggu keempat 

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan 

Ba.rang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan 

sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat 

Daerah untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Bara ng m enghimpun Laporan Barang Kuasa 

Pengguna Semesteran dan Tahunan scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan 

Laporan Ba.rang Pengguna Semcstcran dan Tahunan. 

(3 ) Laporan Ban.mg Pengguna sebagaimana dima ksud 

pada ayat (2), digunakan sebagai ba han unt.uk 

menyusun neraca Perangkat Daerah untuk 

disampaikan kepada Pengelola Barang. 

Pasal 122 

( 1) Pengelola Barang ha rus menyusun Laporan Barang 

Pcngelola Semesteran dan Tahunan . 

(2 ) Pengelola Ba.ra ng harus menghimpun Laporan Barang 

Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana 

climaksu d dalam Pasal 121 ayat (2), se rta La poran 

Barang Pengelola scbaga ima na d imaksud pada avat (1 ), 

sebagai bahan penyusunan Laporan BMD. 

(3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada aya t (2), 

diguna ka n sebagai bahan untuk menyusun neraca 

Pemerintah Daerah. 
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Bagian Ketiga 
Pelaporan Kinerja 

Pasal 123 

Pelaporan Kinerja , meliputi: 

a . LPPD; 

b. LKPJ; 

c. Laporan penerapan SPM; dan 

d . Laporan Kinerja. 

Paragraf l 
LPPD 

Pasal 124 

(1) LPPD disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam 

Negeri melalui Gubernur. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan 

bulan Maret. 

paling la m bat 

Pa sa l 125 

minggu kccmpa t 

{l) Apabila Walikota berhenti sebelum a khir tahun 

anggaran, LPPD disa mpaikan oleh pejabat pengganti 

a tau pela.ksana tugas Walikota. 

{2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejaba l pengganti 

atau pela ksana tugas Wa likota sebagaimana dima ksud 

pada ayat (1), berdasarkan laporan d a lam memori serah 

terirna jabatan \1/alikota yang diganti di tambah denga n 

s isa waktu sampai clengan akhir tahun anggaran yang 

bcrsangku tan . 

Pasal 126 

Penyusunan LPPD sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 12 1 

huruf a, d ikoordinasikan oleh SekreLaris Dae rah melalui 

Kepala Bagian Pemerintahan. 
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Paragraf 2 
LKRJ 

Pasal 127 

(]) LKPJ disusun bcrdasarkan RKPD yang merupakan 

penjabanm tahunan RPJMD dengan berpedoman pada 

RPJPD. 

(2) LKPJ terdiri da ri: 

a LKPJ Akhir Tahun Anggaran; da n 

b. LKPJ Akhir Masa J a batan. 

(3) Penyusunan LKRJ dikoordinasikan oleh Sekretaris 

Daerah melalui Kcpala Bagian Pemerintahan. 

(4) LKPJ disampa ikan oleh Walikota dalam rapat paripurna 

DPRD. 

Pasal 128 

(1) LKRJ Akhir Ta hun Anggaran disampa ikan kepada 

DPRD paling lambat minggu keempat bulan Ma ret. 

(2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disa mpaikan kepada DPRD 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari s ctc lah 

pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa ja batan 

Walikota yang bersangkutan sesuai dengan keten tuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan 

waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun 

Anggara n atau berjarak 1 (satu) bulan , penyampaian 

LKP,J Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama 

dengan LKPJ Akh ir Masa J a ba tan. 

(1) 

Pa ragra r 3 
Laporan Penerapan SPM 

Pasal 129 

L SPM aporan pencrapa n t.ermasuk da la m materi 

muatan laporan penyelengga raan Pemerintahan Daerah 

dan disa mpaikan sesua i dengan ke tentua n peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan 

penyelcnggaraan Pemerintahan Daera h. 

(2) Materi muatan la poran penerapan SPM sekurang

kurangnya terdiri a tas: 
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a . Hasil penerapan SPM; 

b. Kendala penerapan SPM; dan 

c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. 

(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPM 

menyampaikan data penerapan SPM kepada \1/alikota 

sebagai bahan penyusunan Japoran penerapan SPM. 

(4) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) clisampaikan olch Wal iko ta kepada Menteri 

Dalam Negeri melalui Gubernur. 

(5) Penyusunan laporan penerapan SPM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan olch 

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan . 

(6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPM 

menyusun clan menyampaikan laporan penerapan SPM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non 

kcmenterian yang bersangkutan dengan tembusan 

disampaikan kepada Walikota. 

Paragraf 4 
Laporan Kinerja 

Pasal 130 

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 

huruf d , terdiri atas: 

a . Laporan Kinerja Interim; dan 

b. Laporan Kinerja Tahunan. 

Pasal 131 

(1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 130 huruf a, merupakan Laporan Kinerja 

Triwulanan. 

(2) Laporan Kinerja Triwulanan sebagrumana dimaksud 

pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan laporan 

keuangan triwu lanan . 

(3) Laporan Kinerja Triv,rulanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Perangkat 

Daerah kepada Kepala BPK/\.D dengan tembusan 

kepada lnspektur dan l<epala Barenlitbang. 
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Pasal 132 

(1) Laporan Kinerja Ta h1.man sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 130 huruf b, terdiri dari: 

a . Laporan Kine1ja Tahunan Perangkal Daerah; da n 

b. Laporan Kinerja Tahunan Pemerin tah Daerah . 

(2) Laporan Kine1ja Tahunan Pera ngka t Daerah 

sebaga imana d imaksud ayat (1) hurur a , disampaikan 

oleh Kepala Perangkat Daerah kepacla Walikota melalui 

Sekretaris Daerah dcnga n tem busan disampaikan 

kepacla lnspektur, pa ling lambat minggu keempat bulan 

Pebruari. 

(3) Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebelum 

ditandatangani Walikota. disampaikan ke lnspektorat 

paling lambat pada minggu kesatu bulan Maret untuk 

dilakukan reviu . 

(4) Laporan Kinerja Tahunan Pemcrintah Daera h 

sebagaimana dimaksud ayat (J) huruf b, disampaikan 

kepada Gubernur, Menteri Perencan aan Pcmbangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Men teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, clan Menteri Dalam Negeri, paling 

lambat minggu ketiga bu la n Maret. 

(5) Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud ayat {l) huruf b, 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala 

Bagian Organisasi. 

BAB VI 

MEKANISME TA.HUNAN PERENCANAAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH 

Bagi an Kesa tu 
APBD 

Pasa l 133 

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran 

mene tapkan Peren.canaan Pengadaan barang/jasa . 
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(2) Perencanaan pengadaan ban.mg/ jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. ldentifikasi kebutuhan; 

b. Penetapan barang/jasa; 

c. Cara pengadaan barang/jasa; 

ct. Jadwal pengadaan barang/jasa; dan 

e. Anggaran pengadaan barang/ ja sa . 

(:1) Perencanaan pengadaan barang/jasa terdiri atas: 

a . Perencanaan pengadaan 

Swakelola; d::111/atau 

b. Pcrencanaa n 

Penyedia. 

pengadaan 

barang/jasa melalui 

barang/jasa mela lui 

(4) Percncanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola 

meliputi: 

a. Penctapan tipe Swakelola; 

b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 

c . Penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) . 

(5) Perencanaan pengadaan barang/ jasa melalui Penyedia 

meliputi: 

a . Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c. Pemaketan pengadaan Barang/,Jasa; 

d. Konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan 

c . Penyusunan biaya pendukung. 

(6) Perencanaan pengadaan barang/jasa disusun 

bersamaan dengan penyusunan Rcnja paling lambat 

minggu keempat bulan Mei. 

(7) Hasil perencanaan pengadaan barang/ jasa 

sebaga imana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam 

RUP setelah nota kesepakatan Kebijakan APBD serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 

ditetapkan. 

(8) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimumkan 

dalam Sistem Informasi RUP yang clilaksakan setelah 

Ranca ngan APBD disetujui dan dita ndatangani oleh 

Walikota dan pimpinan DPRD antara bulan Oktober 

sampa i dengan Desernber. 
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(9) RUP sebagaimana dimaks ud ayat (7) sesua1 dengan 

RKA.-S KPD yang disetujui. 

(10) Revisi RUP dilakukan masing-masing pera ngkat daerah 

dalam hal terdapat perubahan DPA SKPD setelah 

Peraturan Daera h tentang APBD ditetapkan. 

Bagian Keclua 
APBD Pe rubahan 

Pasal 134 

(l) Kepala Perangkat Daerah selaku Penggu na Anggaran 

1nenyusun 

Perubahan. 

Perencan aan Pengadaan bara ng/ jasa 

(2) Perencanaan pengadaan barang/jasa Perubahan 

disusun bersamaan dengan peny1..1sunan Perubahan 

Renja paling lambat minggu keempat bulan ,Jun i. 

(3) Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa perubahan 

sebagaimana dimaksud pada aya l (2) disusun da la m 

RUP Per ubahan sc.; Lclah nota kesepa ka ta n Ke bija kan 

APBD Peruba ha n s er ta Priorilas dan Plafon Anggaran 

Sementara (KUA-PPAS) ditetapkan, dan selanjutnya 

diumumkan dalam s item informasi RUP 

(4) Pengumurnan RUP Perubahan dalam Sistem Informasi 

RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksakan 

setelah Rancangan APBD Pe rubaha n disetujui dan 

d itandatangani oleh Wa likota da n pimpinan DPRD 

minggu kedua bulan Oktober. 

(5) RUP Perubahan sebagaimana d imaksud ayat (4) sesuai 

dc.;ngan RKA Perubaha n-SKPD yang d isetujui. 

(6) Revisi RUP Perubahan dila kukan masing-masing 

perangkat dacrah dalam hal terdapat DPPA SKPD 

setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

ditetapkan. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LA.IN 

Pasal 135 

(1) Jadwal Tahunan Penyelcnggaraan pemerintaha n 

Daerah tentang Pcrencanaan Pembangunan Daerah, 

Pengelolaan Keuangan Dacrah, da n Pela po ran 
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Keuangan dan Kinerja scrta Perencanaan Pengad::1an 

Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan \X/alikota ini . 

(2) Perubahan larnpiran sebagaimana dimaksud pad.:1 

ayat (1) ditetapka n dalam Peraturan Walikota. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 136 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pcraturan 

Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme 

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kata Malang 

clicabut dan d inyatakan tidak berlaku. 

Pasal 137 

Peraturan Walikota m1 rnulai berlaku pada ta nggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pcngundangan Peraturan Walikota ini d engan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang. 

Diundangkan d i Malang 

Ditetapkan di Ma lang 

pada tanggal 28 Januari 2019 

WALIKOTA MALANG, 

ttd . 

SUTIAJI 

n sesuai aslinya 

pada tanggal 28 Januari 2019 

SEKRETARlS DAERAH KOTA MALANG, 

LA BAGIAN HUI<UM, 

ttd . 
ina Tk. I 

WASTO 
19650302 199003 1 019 

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 3 
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